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PENETAPAN
Nomor 0438/Pdt.P/2016/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sapri bin Cele, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.01 Desa Langgai,
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon I;

melawan

Piah binti Tuwe, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 Desa
Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai
Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II, memeriksa bukti

surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 15 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0438/Pdt.P/2016/PA.Tgt
tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah
dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di Desa/Kelurahan Desa
Keladen pada tanggal 16 Maret 1983 di hadapan Penghulu bernama Sulam,
dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Tuwe bin
Nano, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tari dan Dul serta banyak orang

lain yang hadir;
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2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon |
berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon | dan
Pemohon Il terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon |l membina rumah
tangga di rumah Pemohon | di desa Langgai, Kecamatan Batu Engau,
Kabupaten Paser, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
bernama :
a. Susanti binti Sapri, lahir tanggal 19 Maret 1990,
b. Sina binti Sapri, lahir tanggal 20 April 1994,
c. Saipul bin Sapri, lahir tanggal 6 Desember 2004.
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan Pemohon
Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai,
dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau
mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;
6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan tidak ada biaya, sehingga
Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il untuk keperluan untuk mendapatkan buku nikabh;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II
memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan
yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Sapri bin Cele) dan Pemohon I
(Piah binti Tuwe) yang telah dilaksanakan di desa Desa Keladen pada tanggal
16 Maret 1983;
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3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah
Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada
tanggal 19 Desember 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah
Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman,
namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang
mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon | dan Pemohon
Il perihal bukti nikah pernikahan tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis
Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan pada saat itu Pemohon | dan Pemohon I
tidak ada biaya, sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan
surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon
II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon | dan
Pemohon Il telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan
sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | dan Pemohon Il yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser,
yang menerangkan Pemohon | dan Pemohon Il saat ini berdomisili di Desa
Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401092406080914 tanggal 24 April 2013
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai
hubungan keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai

aslinya, lalu diberi kode (P.2);
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B. Saksi-saksi :
1. Tumpe bin Awil, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT. 001, Desa Langgai,
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon IlI, karena
saksi sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah
pada tanggal 16 Maret 1983 di Desa Keladen, Kecamatan Tanjung
Harapan, dinikahkan oleh penghulu bernama Sulam dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon Il yang bernama Tuwe bin Nano; , mas kawin
berupa uang sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi bernama Tari dan Dul, namun pernikahan tersebut
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat atau secara sirri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat
tinggal di rumah Pemohon | di desa Langgai, Kecamatan Batu Engau,
Kabupaten Paser, hingga sekarang tidak pernah berpisah tempat
tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah
dikaruniai 3 (tiga ) orang anak, kini anak tersebut ada bersama mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan
sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tanggga tidak
ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun
mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status
Pemohon | adalah jejaka dan status pemohon Il adalah perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah
mengurus Buku/Akta Nikah, sehingga belum memiliki Buku/Akta nikah
tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya
mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk
mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
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2. Runa bin Awil, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT. 001, Desa Langgai,
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, karena
saksi sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah
pada tanggal 16 Maret 1983 di Desa Keladen, Kecamatan Tanjung
Harapan, dinikahkan oleh penghulu bernama Sulam dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon Il yang bernama Tuwe bin Nano; , mas kawin
berupa uang sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi bernama Tari dan Dul, namun pernikahan tersebut
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat atau secara sirri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat
tinggal di rumah Pemohon | di desa Langgai, Kecamatan Batu Engau,
Kabupaten Paser, hingga sekarang tidak pernah berpisah tempat
tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah
dikaruniai 3 (tiga ) orang anak, kini anak tersebut ada bersama mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan
sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tanggga tidak
ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun
mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status
Pemohon | adalah jejaka dan status pemohon Il adalah perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah
mengurus Buku/Akta Nikah, sehingga belum memiliki Buku/Akta nikah
tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya
mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk
mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon | dan Pemohon II

membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;
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Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan dalam kesimpulannya,
yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalii permohonannya dan mohon
penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap
sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot
sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 19 Desember 2016 selama
tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku Il Edisi Revisi 2014 Mahkamah
Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh
permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat
dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon | dan
Pemohon Il dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi
Pemohon | dan Pemohon Il di depan persidangan dan berdasarkan keterangan
saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon | dan Pemohon II mempunyai
hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (legal
persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon | dan Pemohon Il mempunyai
hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon |
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dengan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret

1983 di Desa Klader, Kecamatan Tanjung Harapan di hadapan Penghulu
bernama Sulam, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Tuwe bin Nano, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.000,00
(empat ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tari dan Dul,
namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta
Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk
untuk mendapatkan buku nikah; dan mengurus berbagai macam kepentingan
hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,
calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya
Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l telah sesuai
menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas
mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon | dan
Pemohon Il harus dapat membuktikan dalil-dalii permohonannya sesuai
ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan
keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan
permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana
dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Pemohon | dan Pemohon Il yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan Pemohon

I dan Pemohon Il saat ini berdomisili di Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau,

Hal. 7 dari13 Pen. No. 0438/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
. SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon | dan

Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu
Keluarga Nomor 6401092406080914 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, yang
menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon telah diakui dan terdaftar dalam
sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan para
Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan
formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat
sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil
dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga
harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat
dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta
otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana
dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :
Tumpe bin Awil sebagai ipar Pemohon dan Runa bin Awil sebagai ipar Pemohon,
yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1983 di
Desa Klader, Kecamatan Tanjung Harapan di hadapan Penghulu bernama Sulam,
dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Tuwe bin Nano,
dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan
disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tari dan Dul, antara Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan,
serta status pada saat menikah Pemohon | adalah jejaka dan Pemohon Il adalah
perawan dan sejak pernikahan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang
meragukan tentang keabsahan pernikahan tersebut serta selama pernikahan

sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para

Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg.
sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena
keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan
dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;
Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon |
dan Pemohon Il yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 16 Maret
1983 di Desa Klader, Kecamatan Tanjung Harapan di hadapan Penghulu
bernama Sulam, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Tuwe bin Nano, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.000,-
(empat ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tari dan
Dul;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon | berstatus jejaka,
sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada
halangan ataupun larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut
Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar’i;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon
Il tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum/telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama
a. Susanti binti Sapri, lahir tanggal 19 Maret 1990,
b. Sina binti Sapri, lahir tanggal 20 April 1994,
C. Saipul bin Sapri, lahir tanggal 6 Desember 2004.
- Bahwa, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan dan
tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan pernikahan
dikarenakan tidak ada biaya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan itshat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum
mengenai status pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il seingga dapat
diterbitkan Buku/Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama tempat
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Pemohon | dan Pemohon Il melangsugkan pernikahan serta untuk keperluan

untuk mendapatkan buku nikah; dan mengurus berbagai macam kepentingan
hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan
mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan
menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dimana antara
Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan dua orang saksi yang
diajukan Pemohon | dan Pemohon Il di persidangan, Majelis berpendapat bukti-
bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal
171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling
menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana
yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama
Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam
Hadis dan pendapat ahli figh, sebagai berikut:

t xS 6ol Lasl plwg arde alll (nbo alll Jouw, JL6
wdls aisile o9 Jbb lg=>1Sio Llgdg 03] yans
(] 9 ailgs gul azzuo 9 ilaidl V] ans, VI a5l

oShadlg o)
Artinya: “Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah

bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya,
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maka pernikahannya adalah batal”. (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy,

dan disahihkan oleh Abu '‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

o all Joas, JUs 1 Jos sanlivg los V| ISV
J5 s9mms s alllans o= i plwg ade alll
(sigadl 9 silos L1l olg,)

Artinya: “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah

SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali
nikah dan dua orang saksi “. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhagqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis diatas dan pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon
suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah,
keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.
Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan
antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-
lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syariyyah
sebagaimana terdapat dalam Kitab [I'anah al-Thalibin jilid Il halaman 308,
berbunyi:

awmSxS aid e Ol sl,o] 2l Jsladl LI 18] Jasy

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan

berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga
sebaliknya”;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon | dan Pemohon Il pengesahan nikah ini
diperlukan untuk pengurusan untuk mendapatkan buku nikah; dan surat penting
lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan
oleh Pemohon | dan Pemohon Il dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terbukti pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan
pada tanggal 16 Maret 1983, telah dilangsungkan menurut agama Islam
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara

Hal. 11 dari13 Pen. No. 0438/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

syari‘at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah
sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan
yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5
Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan
status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II dan untuk
terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan
dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara ex officio memerintahkan kepada
Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon
I1;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-
dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Sapri bin Cele) dengan Pemohon II
(Piah binti Tuwe) yang dilaksanakan di Desa Klader, Kecamatan Tanjung
Harapan pada tanggal 16 Maret 1983;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1438 Hijriah oleh kami Adi

Martha Putera, S.H.l, sebagai Ketua Majelis, Lugman Hariyadi, SH.dan Erik
Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. dibantu oleh Dra. Nuhare
sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon | dan

Pemohon II;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
TTD TTD

Lugman Hariyadi, S.H Adi Martha Putera, S.H.I
TTD

Erik Aswandi, S.H.I
Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Nuhare

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara ' Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon | :Rp. 470.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon Il : Rp. 470.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai . Rp. 6.000,00

Jumlah :Rp. 1.031.000,00

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA.
Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon | dan Pemohon II.

Tanah Grogot, Februari 2017.
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i
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